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KATA PENGANTAR PENULIS  

 

Good governance merupakan paradigm baru dalam sIstem 

pemerintahan dan dambaan setiap masyarakat supaya dapat 

terwujud pemerintahan yang baik. Perwujudan good governance 

merupakan citacita masyarakat dan senafas dengan ajaran Islam. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, 

maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena 

pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Disamping itu, sektor swasta sangat 

menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik, karena swasta 

merupakan pelaku dalam mewujudkan pembangunan.  

 Good governance merupakan kebutuhan mendesak yang 

harus direalisasikan dalam system pemerintahan, karena ekseptasi 

masyarakat terhadap good governance   sangat tinggi supaya dapat 

terwujud tata pemerintahan yang baik. Mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat 

dan upaya yang terus menerus.  

 Dalam pandangan hkum Islam, good governance merupakan 

gerakan Ijtihady. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik, maka konsep maslahat mursalah 

merupakan acuan dalam system pemerintahan. Konsep maslahat 

mursalah sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi 

mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga 

dapat tercipta pemerintahan yang baik, Karena semua 

kebijakankebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan 

masyarakat yang dipimpinnya. Persoalan good governance tidak 

lepas dari fiqh siyasah atau siyasah syar’iyah, karena penetapan 

hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan 

manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan good 

governance terletak pada system pengaturan, pengendalian, dan 

pelaksanaa dalam suatu negara atau wilayah. Good governance 

sejalan dengan teori maqasid al-syariah, yaitu; memelihara agama, 

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan 

memelihara harta. Karena pada prinsipnya good governance 

mempunyai tujuan yang sama dengan maqasid al-syariah.  
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  Untuk  menghilangkan anggapan bahwa hokum Islam 

inkonsistensi terhadap persoalan tata kelola pemerintahan, maka 

buku ini akan memperkenalkan kepada masyarakat suatu solusi 

dalam sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan good 

governance. Disamping itu, buku ini juga disusun untuk 

membantu mahasiswa dalam rangka memahami masalah-

masalah pemerintahan dalam perspektif hukum Islam, Karena 

banyak buku referensi yang berbucara tentang good governance, 

khususnya dalam persoalan administrasi publik. Namun tidak 

pada tataran teologi normatif.  

 Pada akhirnya penulis berharap bahwa terbitnya buku ini, 

akan menambah khazanah di bidang ilmu hukum pada umumnya 

dan khususnya di bidang hkum Islam di Indonesia. Meskipun 

demikian, buku ini bukanlah yang terbaik, mengingat penulis 

masih tergolong makhluk yang tidak sempurna. Kritik dan 

sasaran senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan buku 

ini. Dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan 

penyelesaian buku ini, penulis ucapkan banyak terima kasih yang 

sebesar-besarnya, semoga bermanfaat bagi para pembaca.  

Wallahu A’lam bi al-Shawab  

  

 

Makassar, Pebruari 2023 

Penulis   

 

  

  

  Dr. Muhammadong, M.Ag  
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PENDAHULUAN  

 

Islam merupakan risalah yang bersifat universal, yang 

mengatur seluruh manusia. Islam juga mengatur seluruh masalah 

kehidupan serta seluruh hubungan antara kehidupan itu dengan 

sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Islam juga 

memecahkan seluruh permasalahan manusia sebagai makhluk, 

(yang memiliki kebutuhan jasmani, naluri, dan akal). Juga 

mengatur interaksi manusia secara vertikal dengan penciptanya, 

dan secara diagonal dengan dirinya, serta secara horizontal 

dengan sesama manusia, pada setiap waktu dan tempat.1  

Keuniversalan Islam, tertera dalam Alquran, sebagaimana 

firman Allah swt QS al-Anbiya’/21:107:  

 

Terjemahnya:  

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.2  

Islam telah membawa aturan paripurna, yang mampu 

menyelesaikan seluruh problem interaksi di dalam negara dan 

masyarakat, baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, 

pendidikan maupun politik, di dalam dan luar negeri; baik yang 

menyangkut interaksi yang bersifat umum, antara negara dengan 

anggota masyarakatnya, atau antara negara dengan negara 

maupun negara dengan umat serta bangsa-bangsa lain; ketika 

perang dan damai. Atau yang menyangkut interaksi secara khusus 

antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang 

lain.3 Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat, serta 

 

1  Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrim Sejarah dan 
Realitas Empirik. Penerjemah: Moh. Magfur Wachid (Cet. I; Bangil: al-
Izzah, 1996), h. 7.   

2  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama 
Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), h. 461.  

3  Taqiyuddin an-Nabhani, op. cit. h. 8.   
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kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta keluasannya 

sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari 

eksistensinya, Islam memerintahkan kaum muslimin agar 

mendirikan negara dan pemerintahan serta memerintahkan 

berdasarkan hukum-hukum Islam.4 Islam adalah agama sekaligus 

ideologi. Pemerintah dan negara adalah bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari eksistensinya. Negara adalah thariqah (tuntunan 

operasional) satu-satunya yang secara syar’iy dijadikan oleh Islam 

untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukumnya dalam 

kehidupan secara menyeluruh. Islam tidak tampak hidup kalau 

tidak ada sebuah negara yang menerapkannya dalam segala 

aspek. Sistem pemerintahan Islam adalam sistem yang 

menjelaskan bentuk, sifat dasar, pilar, struktur, asas, yang menjadi 

landasan, pemikiran, konsep serta standar yang dipergunakan 

untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar 

dan perundang-undangan yang berlaku.5   

Islam adalah sistem yang paripurna dan menyeluruh 

(comprehenship) bagi seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

maka kaum muslimin diwajibkan untuk memberlakukannya 

secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu 

dan khas, yang tertulis di dalam sebuah sistem khilafah.  

Sifat keilmuan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan 

agama Islam sebab ilmu hukum Islam itu muncul dan bersumber 

dari agama Islam. pengkajian hukum Islam tidak bisa melepaskan 

diri dari pengkajian terhadap agama Islam. Hukum Islam sebagai 

sistem hukum yang bersumber dari dinul Islam, merupakan salah 

satu legal system yang eksis di samping legal system yang lain 

seperti romano germanic (civil law), common lair, sosialist lew.6  

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam 

sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat naqliy dan 

kedua sumber hukum yang bersifat aqliy. Sumber hukum naqliy 

 

4  Ibid. h. 11.   
5  Ibid. h. 13-14.   
6  Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip-Prinsip Syariah dalam 

hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 1.   
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ialah Alquran dan Sunah, sedangkan sumber hukum aqliy ialah 

hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir 

dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam Alquran 

dan hadis kadang-kadang bersifat prinsipil yang general (zanniy) 
sehingga perlu interpretasi. Alquran dan hadis sebagai sumber 

ilmu syariah, dengan bantuan ulum alquran dan ulum al-hadis 

meliputi tiga aspek hukum: Pertama, hukum yang menyangkut 

keyakinan orang dewasa (mukallaf). Kedua, hukum etika (akhlak) 

yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu berbuat kebaikan 

dan meninggalkan kejelekan. Ketiga, hukum-hukum praktis 

(amaliyah) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan 

berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang mengatur 

hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu 

lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan 

kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum privat 

(al-ahkam al-madaniyyah), dalam aspek ini lahirlah hukum ekonomi 

Islam.7  

Hukum Islam datang di Indonesia, bersamaan dengan 

datangnya orang Islam di bumi nusantara. Dari komunitas Islam 

berlanjut dengan munculnya kerajaan Islam dan berakibat 

munculnya badan peradilan yang berdasarkan hukum Islam yang 

di antaranya memperoleh bentuk ketatanegaraan dalam masa 

kesultanan Islam itu.8  

Merupakan fakta sejarah bahwa jauh sebelum pemerintah 

kolonial Belanda menginjakkan kakinya di nusantara Indonesia, 

telah terbentuk masyarakat Islam yang kuat. Di samping hukum 

adat, hukum Islam telah menjadi suatu realitas yang tumbuh dan 

berkembang di masyarakat. Sebagai hukum yang berdiri sendiri, 

hukum Islam mempunyai pengaruh yang kuat dalam bentuk 

perilaku dan pola hidup masyarakat dalam berbangsa dan 

bernegara. Di beberapa daerah di nusantara Indonesia, Islam 

bukan saja sebagai agama resmi (agama negara), bahkan hukum 

 

7  Ibid. h. 2.   
8  Ibid. h. 4-5.   
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yang diterapkan adalah hukum Islam. Beberapa kerajaan Islam 

yang menerapkan hukum Islam pada waktu itu antara lain; 

Kerajaan Sultan Pasai di Aceh, dan Tuangku di Pagar Ruyung, 

Kerajaan Paderi di Minangkabau, kerajaan Demak, Kerajaan 

Pajang Mataram, Sultan Hasanuddin di Makassar dan lain-lain.9   

Proses islamisasi kepulauan Indonesia dilakukan secara 

damai oleh para saudagar muslim melalui perdagangan dan 

perkawinan, peranan hukum Islam juga sangat besar. Jika seorang 

saudagar muslim yang akan kawin dengan seorang wanita 

pribumi, wanita itu di islamkan lebih dahulu dan pernikahannya 

dilangsungkan menurut hukum perkawinan Islam. Jika salah 

seorang di antara mereka meninggal dunia, maka harta 

peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan Islam.10  

Realitas hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri 

merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat. Beberapa kerajaan 

Islam yang pernah berdiri di Indonesia mempratikkan Islam 

sebagai agama dan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya 

masing-masing. Kerajaan Islam di Samudra Pasai di Aceh, Demak, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku dan lain-lain, 

semuanya memberlakukan hukum Islam sebagai satusatunya 

hukum di wilayahnya masing-masing.11 Hukum Islam tidak hanya 

sebagai the living law (hukum yang hidup dalam masyarakat), akan 

tetapi juga sebagai suatu realitas hukum yang tampak dalam 

perbuatanperbuatan masyarakat (law in action). Kenyataan ini 

tampak ketika beberapa kerajaan di nusantara yang dahulunya 

menganut agama HinduBudha, berubah menjadi kerajaan yang 

 

9  Lihat Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, Sejarah Timbul dan 
Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional 
(Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 48.  

10  Lihat Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Peradilan Agama dan 
Masalahnya, dalam Edi Rudiana Arif, Hukum Islam di Indonesia: 
Pemikiran dan Praktek (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 
70.  

11  Lihat Ismail Sunny, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam 
Bidang Hukum Islam, dalam Cik Hasan Basri, Hukum Islam dalam 
Tatanam Masyarakat Indonesia. (Cet I. Jakarta; Logos, 1998), h. 93.  
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mengamalkan hukum Islam, seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, 

Ampel dan lain-lain. Kehidupan dimasyarakat pada waktu itu 

berlaku suatu kaidah yang mengatakan bahwa; Hukum Islam 

bersendi adat, adat bersendi hukum Islam, dan hukum Islam 

bersendi Kitabullah.12   

Sebelum pemerintah kolonial Belanda melancarkan politik 

hukumnya di Indonesia, hukum Islam telah mempunyai posisi 

yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam perundangan-

undangan negara. Kenyataan ini dapat pula dilihat bagaimana 

cara masyarakat dalam menyelesaikan perkara di antara mereka. 

Pada masa ini, hukum Islam mengalami tiga periode, yaitu; 

pertama, periode tahkim. Masalah pribadi yang mengakibatkan 

terjadinya perbenturan hak-hak dan kepentingankepentingan 

dalam tindak laku perbuatan mereka, maka dalam menyelesaikan 

masalah mereka dilakukan dengan jalan tahkim kepada seorang 

pemuka agama yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat 

mereka. Kedua, periode ahl al-halli wa al-aqdi.  

Pada priode ini, masyarakat telah membaiat atau 

mengangkat salah seorang ulama yang dapat bertindak sebagai 

Kadi untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi di antara 

mereka. Dalam hal ini Kadi bertindak sebagai hakim. Ketiga, 

periode thauliyah. Periode ini dapat diidentifikasi sebagai delegation 

of authority yakni penyerahan kekuasaan (wewenang) mengadili 

kepada suatu badan hukum (judicative). Jika terjadi suatu perkara 

antar mereka, maka penyelesaiannya diserahkan kepada lembaga 

hukum. Misalnya di Minangkabau, jika terjadi sengketa 

diserahkan kepada pucuk nagari dan jika berkaitan dengan 

masalah-masalah agama, maka diserahkan kepada Kadi.13   

Perbedaan penerapan dan pelembagaan hukum Islam di 

Indonesia tidak terlepas dari kondisi pelembagaan di berbagai 

negara. Hukum Islam merupakan hukum yang hidup yang 

 

12  Lihat, Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Cet. II; Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 1996), h. 196.  

13  Lihat Idris Ramulyo, op. cit. h. 53-54.  
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inheren dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam yang 

menjadi bagian dari kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norna-

norma yang dipaksakan dari luar diri mereka. Dengan alasan 

tersebut, hukum Islam dilaksanakan dalam negara yang umat 

Islam kelompok minoritas sebagai akomodasi politik pemerintah 

terhadap warganya yang minoritas. Suatu negara yang mana umat 

Islam sebagai mayoritas, hukum Islam digunakan untuk 

memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.14  

Ketika Indonesia merdeka hukum Islam kembali mereposisi 

diri dan menjadi salah satu sistem hukum yang diakui dalam 

sistem hukum nasional Indonesia. Teori resepsi yang merugikan 

umat Islam mulai digugat oleh para pendekar hukum Islam 

Indonesia. Menurut mereka teori resepsi tidak sesuai dengan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar 

Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kenyataan ini dapat 

dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 

29 (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar ini, hukum 

Islam mulai dikembangkan di Indonesia. Hukum Islam menjadi 

sistem hukum Indonesia yang banyak memberikan kontribusi 

dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.15   

Dalam konteks tersebut, dapat dikatakan bahwa setelah 

Indonesia merdeka hukum Islam menjiwai seluruh aspek 

kehidupan masyarakat dalam berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat. Pernyataan ini tidaklah berlebihan karena 

Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat negara menjiwai 

hukum Islam. Pancasila sebagai dasar hukum negara Republik 

Indonesia tidak mungkin meninggalkan hukum Islam, karena 

dalam sila pertama dikatakan bahwa negara berdasarkan atas 

Ketuhanan yang Mahaesa. Hal itu dimaksudkan bahwa Pancasila 

menempatkan instrumen agama sebagai instrumen yang penting 

dalam negara. Jika demikian adanya, maka dengan sendirinya 

 

14  Lihat Sudirman Tebba, Perkembangna Mutakhir Hukum Islam di Asia 
Tenggara: studi kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya (Cet. I; 
Bandung: Mizan, 1993), h. 13-14.   

15  Ibid. h. 97.   



 

8   
 

hukum Islam menjadi instrumen penting pula. Sistem hukum 

Pancasila tidak mungkin meninggalkan sistem hukum Islam. 

Meninggalkan sistem hukum Islam berarti meninggalkan atau 

mengabaikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara.   

Sekalipun hukum Islam telah dilaksanakan di Indonesia, 

namun hukum Islam belum memperlihatkan bentuknya yang utuh 

sesuai dengan konsep dasarnya menurut Alquran dan hadis. 

Kenyataan ini merupakan sebuah refleksi berlangsungnya proses 

islamisasi yang berlanjut terus dalam kehidupan umat Islam yang 

kelihatannya masih belum mencapai titik final. Sejak duhulu 

sudah disadari bahwa masih banyak dari kalangan umat Islam 

yang menunjukkan komitmen yang menyeluruh dan utuh 

terhadap hukum Islam karena masih menunjukkan sikap mendua, 

pada satu pihak menyatakan sebagai penganut agama Islam, pada 

pihak lain belum melaksanakan hukum Islam secara 

menyeluruh.16  

Hukum Islam dengan daya lenturnya yang tinggi senantiasa 

berpacu dengan perkembangan kemajuan zaman. Akan tetapi, 

usaha mengaktualkan hukum Islam untuk menjawab 

perkembangan dan kemajuan zaman belum dikembangkan 

sebagaimana mestinya, bahkan cendrung hanyut dalam 

pertentangan yang tidak kunjung selesai.17  

Kebanyakan rakyat Indonesia yang memeluk agama Islam, 

sangat berhajat pada usaha penyesuaian hukum Islam dengan 

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hakikat dan sifat-

sifat dasar hukum Islam membolehkan bahkan menghendaki 

penyesuaian. Pada seminar hukum Islam yang diadakan IAIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1975 M, mengambil 

kesimpulan bahwa perlu disusun hukum Islam yang baru sesuai 

 

16  Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: 
Akademika pressindo, 1992), h. 2.   

17  Ibid.   
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dengan jiwa masyarakat Indonesia yang oleh peserta seminar pada 

waktu itu disebut hukum Islam mazhab Indonesia.18   

Hukum Islam merupakan hukum bersifat adaptif, 

maksudnya dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai-nilai dari 

luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan 

perubahan zaman. Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum 

Islam adalah wahyu dan rakyu. Wahyu meliputi Alquran dan 

hadis yang sering disebut dalil naqliy, sedangkan rakyu (rasio, akal, 

daya pikir, nalar) disebut dalil aqliy. pada perkembangan hukum 

Islam, ternyata rakyu memainkan peran yang tidak dapat 

diabaikan sebab akal merupakan alat untuk memahami wahyu. 

Sebagai sumber hukum, akal dapat digunakan untuk mengalirkan 

hukum dari masalah-masalah yang tidak dinyatakan oleh wahyu 

atau yang tidak secara tegas dinyatakan oleh wahyu. Ijtihad bi al-
rakyi dapat dilakukan secara individual (ijtihad fardi) dan secara 

kolektif (ijtihad jama’i). Ijtihad, apalagi ijtihad jama’i, merupakan 

suplemen dari ushul fiqh dan dapat dirinci menjadi kias (analogi), 

istihsan, istislah, penilaian terhadap urf’, dan lain-lain.  

Dalam kaitan dengan dimensi instrumental, peran akal 

sangat strategis.19  Kedudukan hukum Islam dibidang keperdataan 

terjalin secara luas dalam hukum positif, baik sebagai unsur yang 

mempengaruhi atau sebagai modifikasi norma agama yang 

dirumuskan dalam peraturan undangundang keperdataan 

maupun yang tercakup dalam lingkup hukum substansial dari 

Undang-Undang No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Sementara 

itu, hukum Islam dibidang kepidanaan belum mendapatkan 

tempat.20  

Hukum positif Islam yang bersumber dari nilai-nilai agama 

Islam apabila ditarik asas-asas hukum Islam, hendaknya 

 

18  Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Cet. IV; 
Bandung: Mizan, 1996), h. 200.  

19  Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem hukum nasional: 
mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. busthanul Arifin (Cet. I; Jakarta: Gema 
Insani press), h. 54-55. 

20  Ibid. h. 157 
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dituangkan sebanyak mungkin ke dalam hukum nasional. Dengan 

cara demikian, maka membudayakan hukum Islam tidak saja 

terjadi di bidang hukum perdata khususnya hukum keluarga, 

tetapi juga di bidang lain, seperti hukum pidana, hukum tata 

negara, dan hukum administrasi negara. Dengan orientasi ini, 

maka hukum Islam benar-benar menjadi sumber hukum nasional 

di samping Pancasila, tanpa menimbulkan anggapan bahwa 

hukum Islam adalah kuno.21  

Tidak benar menganggap bahwa hukum Islam bersifat 

statis, tidak bisa berkembang sesuai dengan perkembangan yang 

terjadi dalam masyarakat. Hakikat hukum Islam tidak 

menghendaki keadaan statis, tetapi sebaliknya menghendaki 

perkembangan. Pada masa lampau hukum Islam berkembang. 

Hanya pernah terjadi dalam sejarah bahwa ijtihad sebagi sumber 

ketiga yang menjadi pendorong bagi perkembangan hukum dalam 

Islam, pintu ijtihad diangggap tertutup pada abad ke-13 Masehi. 

Anggapan inilah yang membuat hukum untuk sementara waktu 

menjadi statis. Tetapi ketika umat Islam pada abad kesembilan 

belas masehi mulai sadar akan kemundurannya, pemimpin-

pemimpin pembaruan menyadari bahwa salah satu sebab dari 

kemunduran itu adalah anggapan pintu ijtihad telah tertutup. 

Oleh karena itu, muncul pemimpin-pemimpin dan ulama 

Islam dengan pernyataan bahwa pintu ijtihad tidak pernah 

tertutup dan tak ada orang yang berhak menutupnya. Pintu ijtihad 

tidak tertutup mulai diungkapkan secara samar-samar, misalnya 

al-Syaikh al-Thahthawi di Mesir pada awal abad kesembilan belas 

Masehi kemudian secara tegas oleh Jamaluddin al-Afghani, 

Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan, dan lain-lain pada 

pertengahan abad kesembilan belas Masehi. Pada abad kedua 

puluh sekarang telah umum diakui bahwa pintu ijtihad tidak 

tertutup.22  

 

21  Ibid. h. 172 

22  Harun Nasution., op. cit. h. 198-199.   
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Agama Islam mengenal dua istilah yang biasanya 

diterjemahkan menjadi hukum Islam, yaitu syariah dan fikih. 

Kedua pengertian itu sering dikacaukan pemakaiannya, kadang-

kadang sebagai suatu hal yang berbeda kadang-kadang sebagai 

sinonim. Bahkan kekacauan pengertian antara syariah dengan 

fikih menimbulkan konflik-konflik hukum dalam masyarakat. Ada 

yang memakai syariah sebagai sinonim dari kata din dan millah, 

ada pula yang membedakan syariah dengan fiqh. Menurut 

pendapat terakhir ini, syariah adalah hukum-hukum yang telah 

jelas nashnya atau qathiy sedang fikih adalah hukum-hukum yang 

Zhanniy yang dapat dimasuki pemikiran manusia.23   

Untuk kepentingan pembinaan dan pembangunan hukum 

Islam dewasa ini, perlu istilah-istilah syariah dan fikih diperjelas 

hingga kata hukum dapat disamakan dengan kata hukum dalam 

hukum sipil. Karena banyak hal semula dianggap konflik antara 

hukum sipil dengan hukum Islam sebenarnya terletak pada 

kekacauan pengertian istilah-istilah yang dipakai. Singkatnya 

harus disamakan bahasa hukum Islam dengan bahasa hukum 

sipil. Bahasa hukum sipil telah berkembang sangat jauh sedang 

bahasa hukum Islam hakikatnya berhenti sesudah abad ke-4 

Hijriah bersamaan dengan terhentinya kegiatan ilmiah hukum 

Islam. Hal yang diwarisi adalah hukum Islam sebagai hasil 

pemikiran para sarjana hukum Islam (imam mujtahid) dari abad 

ke-3 dan ke-4 Hijriah.24 

Apabila posisi negara dihubungkan dengan posisi 

masyarakat, maka berdasarkan kriteria kemandirian negara 

terdapat tiga kelompok teori tentang negara. Pertama; teori negara 

sebagai alat (teori instrumental). Menurut teori ini, negara adalah 

alat kekuasaan yang menguasai negara. Teori ini dianut oleh kaum 

pluralis dan marxis klasik. Kaum pluralis berpendapat bahwa 

kebijakan negara hanya merupakan hasil intraksi kekuatan-

 

23  Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, 
Hambatan, dan Prospeknya (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 
40.  

24  Ibid. h. 41.   
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kekuatan di dalam masyarakat, sedangkan kaum marxis klasik 

memandang negara sekedar alat bagi kelas yang dominan. Kedua; 

teori struktur tentang negara. Negara dipandang memiliki 

kemandirian tetapi sifatnya relatif. Sebab kemandirian itu lahir 

dari konfigurasi kekuatankekuatan yang ada. Jadi berlangsung 

perubahan struktur, bukan negara itu sendiri yang 

membentuknya. Ketiga; teori negara sebagai kekuatan mandiri. 

negara sebagai subyek yang mempunyai kepentingan sendiri yang 

berbeda dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada.25  

Perlunya penerapan good governance di beberapa negara 

mulai meluas tahun 1980 M dan di Indonesia good governance mulai 

dikenal secara lebih dalam tahun 1990 M, sebagai wacana penting 

yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan 

seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swata dan 

masyarakat termasuk dalam lingkungan para akademis.  

Sejak terjadinya krisis monoter dan krisis kepercayaan yang 

mengakibatkan perubahan drastis pada tahun 1998 M, Indonesia 

telah memulai beberapa inisiatif yang dirancang untuk 

mempromosikan good governance, akuntabilitas dan partisipasi 

yang lebih kuat. Hal ini sebagai awal yang penting dalam 

menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan 

governance Good governance dipandang sebagai paridigma baru dan 

menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem akuntabilitas publik. 

Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas hubungan 

antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi, 

governance mencakup 3 (tiga) domain yaitu state (negara/ 

pemerintahan), private sector (sektor swata/dunia usaha) dan 

society (masyarakat). Good governance sektor publik diartikan 

sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan 

melibatkan stakeholder terhadap berbagai kegiatan perekonomian, 

sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber, seperti sumber 

daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang 

 

25  Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Cet. I; 
Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 46-47.   
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dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, 

persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.26   

Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang 

sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya 

penyelenggara pemerintah. Dengan bergesernya paradigma dari 

good government ke arah good governance, yang menekankan pada 

kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society), 

maka dikembangkan pandangan baru administrasi publik yang 

disebut dengan pemerintahan yang baik.27   

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi 

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat 

dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. 

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme.   

Dalam penyelenggaraan good governance menghendaki 

adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan rule of law. 

Sementara pemerintahan yang bersih menuntut terbebasnya 

praktik yang menyimpang (mal-administration) dari etika 

administrasi negara. Sedangkan pemerintah yang beriwibawa 

menuntut adanya ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan 

(compliance) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah dan 

kebijakan pemerintah, sedangkan pemerintah yang beribawa 

berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan 

masyarakat kepada pemerintah, peraturan perundang-undangan, 

dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan, 

 

26  Lihat Sedarmayanti, Kepemimpinan yang Baik dan Tata kelola yang Baik 
(Cet. I; Bandung: Mandar maju, 2007), h. 1-2.   

27  Pandji Santosa, Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governace 
(Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 130-131.   
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ketundukan, dan kepatuhan masyarakat, sering muncul atau 

ditemukan karena pemerintah menggunakan otoritas kekuasaan 

yang mereka miliki.29  

Untuk mewujudkan good governance, perlu ada standar yang 

menjadi barometer sehingga mampu terwujud pemerintahan yang 

baik berdasarkan prinsip dasar yang dimiliki oleh good governance. 

Menurut musyawarah konfrensi nasional kepemerintahan daerah 

yang baik yang disepakati oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten 

Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Seluruh 

Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia 

(ADKASI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) 

tahun 2001, menyepakati 10 prinsip dasar good governace yang 

menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan kabupaten/kota 

yaitu : (1) prinsip partispasi, (2) prinsip penegakan hukum, (3) 

prinsip transparansi, (4) prinsip kesetaraan, (5) prinsip daya 

tanggap, (6) prinsip wawasan ke depan, (7) prinsip akuntabilitas, 

(8) prinsip pengawasan, (9) prinsip efesiensi dan dan efektivitas, 

(10) prinsip profesionalisme.28  

 Good governance tidak terlepas dari seperangkat aturan yang 

menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam bertindak. Di 

Indonesia telah dirumuskan dalam ketetapan MPR Nomor: VII 

Tahun 2001, sebagai landasan untuk menciptakan pemerintahan 

yang baik. Dengan adanya good governance diharapkan mampu 

menjadikan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang makmur 

dan sejahtera. Indonesia sebagai salah satu negara yang 

penduduknya mayoritas beragama Islam, tidak terlepas dari 

hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur 

kehidupan sehari-hari dalam beribadah dan berinteraksi dengan 

masyarakat.  

Oleh karena itu, good governance dapat terwujud apabila 

masyarakat dan aparatur pemerintah Indonesia yang mayoritas 

beragama Islam menjadikan hukum Islam sebagai pedoman 

perilaku dalam setiap perbuatan dan perilaku kehidupannya. 

 

28  Sedarmayanti. op. cit. h. 16-19.   
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Prinsip dasar yang harus dijadikan pegangan dalam penetapan 

hukum Islam adalah kemaslahatan umum melalui penegakan lima 

prinsip dasar (al-ushul al-khamsah) yaitu; hifz al-din (menjaga 

agama), hifz} al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz 
al-nasl (menjaga keturunan), dan hifdz al-maal (menjaga harta).29  

Proses menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good 

governance), beberapa proses baru diterapkan para pemimpin. 

Misalnya, pada saat Abdurrahman wahid menjabat sebagai 

Presiden, membentuk Komisi Ombudsmen dan perbaikan sistem 

lainnya. Keberadaan Komisi Ombudsman di Indonesia dilatar 

belakangi suasana transisi menuju demokrasi. Namun patut dipuji 

keputusan yang diambil oleh Abdurrahman wahid karena berani 

membentuk Komisi Ombudsman sebagai lembaga yang diberi 

wewenang mengawasi kinerja pemerintahan (termasuk dirinya 

sendiri) dan pelayanan umum lembaga peradilan.30   

Kehadiran peraturan-peraturan pemerintah memberikan 

harapan dan motivasi supaya dapat terwujud good governance 

khususnya di bidang pelayanan. Dalam peraturan itu disebutkan 

bahwa, perwujudan pelayanan diperlukan pemberdayaan 

pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan 

umum dan swata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Peraturan pemerintah harus memberi angin segar 

kepada masyarakat dalam perlindungan hukum.  

Salah satu persoalan mendasar rendahnya kualitas 

pelayanan publik adalah rendahnya kualitas pelayanan 

pemerintah tentang prinsip-prinsip tata kelola pelayanan publik 

(good governance) termasuk di dalamnya pemenuhan hak-hak dasar 

masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). 

Regulasi yang tumpantindih dan cendrung berbelit-belit, 

berhadapan dengan semangat good governance dan sangat spesifik 

berbenturan dengan prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal 

 

29  MH. Ubaidillah, al-Qanun. http://journal-sunan-ampelac.ad/ 
inseks.php//article/viwfile/14/pdf. di Akses Tanggal, 20 Mei 2022.  

30  Pandji Santosa. op. cit. h. 147.   

http://journal-sunan-ampelac.ad/
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(SPM), disamping melakukan mediasi terkait pengaduan 

masyarakat berkenaan dengan masyarakat, juga melakukan 

sosialisasi terhadap masyarakat tentang standar pelayanan publik.   

Merealisasikan pemerintahan yang baik bukan pekerjaan 

mudah tetapi butuh proses. Untuk mewujudkan good governance di 

perlukan manajemen yang baik dalam menyelenggarakan 

pemerintahan. Gagasan untuk mewujudkan good governance dapat 

tercapai apabila kembali kepada nilai-nilai Islam. Keberadaan 

hukum Islam merupakan solusi atau setidaknya merupakan jalan 

tengah dalam menyelesaikan persoalanpersoalan berbangsa dan 

bernegara.   

Penyelenggaraan pemerintahan diberbagai wilayah kadang-

kadang memunculkan benturan antara pemerintah dengan 

masyarakat. Pada satu sisi masyarakat menganggap tidak 

tersalurkan aspirasinya. Pada sisi lain, pemerintah tidak 

menjalankan fungsinya secara efektif. Dari segi pelayanan, 

masyarakat terkadang tidak mendapatkan pelayaan prima, 

sehingga muncul keluhan yang di tujukan kepada aparat 

pemerintahan. Praktik manipulasi atau setidaknya Korupsi, 

Kolusi, Nepotisme (KKN) terjadi di berbagai instansi pemerintah. 

Penegakan hukum kadang-kadang tidak terealisasi, sebab 

kepentingan pribadi atau kelompok yang diutamakan, sehingga 

muncul krisis kepercayaan terhadap pelaksana hukum.  

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

dapat diketahui bahwa masalah good governance merupakan 

persoalan kompleksitas dimasyarakat untuk mewujudkan solusi 

terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Ayat-ayat Alquran 

tidak menjelaskan secara ekspelisit tentang good governance, namun 

kalau melihat lebih jauh lagi, akan ada indikasi-indikasi yang 

mengarah kesana, apalagi dengan mempertimbangkan hukum 

Islam yang berlaku dalam masyarakat, maka semakin jelas bahwa 

dalam ajaran Islam ada konsep good governance.  
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A. Perbedaan Hukum Islam, Syariah, Fikih  

Kata hukum Islam tidak ditemukan dalam Alquran dan 

dalam literatur hukum dalam Islam, hukum Islam merupakan 

istilah yang digunakan di Indonesia. Yang ditemukan dalam 

Alquran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah dan yang 

seakar dengannya. Kata hukum Islam atau fiqh Islam 

merupakan terjemahan dari term islamic law dari leteratur Barat 

atau bisa disebut yurisprudensi.31  

Sebelum memberikan pengertian tentang hukum Islam, 

maka perlu menjelaskan pengertian hukum. Kata hukum 

secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu  ح ك م 

yang mendapat imbuhan ا dan ل sehingga menjadi الحكم bentuk 

mashdar dari كمحكم،يح . Selain itu  الحكم merupakan bentuk mufrad 

dan bentuk jamaknya adalah 32.الأحكم Sehingga kata hukum 

bermakna  المنع artinya mencegah, dan hukum juga berarti القضاء 

artinya keputusan, secara lughat hukum berarti عَلَ   ا شَيْءٍ  ي  ثْ بَاتُ 

 

31  Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1997), h. 11.   

32  Zainuddin Ali, Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia 
(Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.  
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اَوْنَ فْيُهُ   عَنْهُ شَيْئٍ   artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu atau 

meniadakan sesuatu dari padanya.33  

Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata  الحكمة 
artinya kebijaksanaan. Maksudnya orang yang memahami 

hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

harinya dianggapa sebagai orang bijaksana. Selain itu, akar kata 

م  ك   artinya kendali atau الحكمة  dapat melahirkan kata ح 

kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengendalikan atau 

mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang 

oleh agama. kata hukum yang berakar kata ك م  mengandung ح 

makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, 

mencegah kezdaliman, mencegah penganiayaan dan menolak 

bentuk kemafsadatan lainnya.34   

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata hukum 

berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap 

mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, 

undang-undang dan peraturan untuk mengatur pergaulan 

hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai 

peristiwa yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang 

ditetapkan oleh hakim.35 Tentu saja definisi tersebut tidak 

memenuhi pengertian hukum Islam yang biasa dipahami oleh 

akademisi di Indonesia. Sebab hukum Islam tidak dibatasi 

hanya yang berkaitan dengan perbuatan manusia pada 

umumnya yang mancakup masalah akidah/kepercayaan dan 

akhlak.  

Di samping itu, sumber hukum Islam bukan hanya 

Alquran tetapi juga dari Sunnah dan melalui berbagai metode 

 

33  Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih 
(Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 86.   

34  Zainuddin Ali, loc. cit.  
35  Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. I; 

Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 597-598.  
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A. Pemerintahan pada Masa Rasulullah SAW  

Dalam rangka penataan dan pengendalian sosial untuk 

mengatur hubungan-hubungan antar golongan dalam 

kehidupan sosial, ekonomi, politik dan agama, terhadap 

masyarakat majemuk yang masing-masing golongan bersikap 

bermusuhan terhadap golongan lain, maka Rasulullah saw 

setelah tiba di Madinah mendirikan masjid (Masjid Quba’) 
sebagai tempat ibadah dan tempat sosial. Tempat ibadah dalam 

rangka mendekatkan diri kepada Allah swt dan tempat sosial 

dalam rangka mempererat hubungan dan ikatan di antara 

jamaah Islam. Oleh karena itu, masjid disamping berfungsi 

sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai kegiatan sosial 

budaya, pendidikan, tempat musyawarah, markaz tentara dan 

sebagainya.127  

Langkah berikut yang dilakukan oleh Nabi saw adalah 

menata kehidupan sosial politik komunitas-komunitas di 

Madinah. Sebab dengan hijrahnya kaum muslimin Mekah ke 

Kota Madinah, masyarakat semakin bercorak heterogen dalam 

hal etnis dan keyakinan. Yaitu komunitas Arab muslim dari 

Mekah, komunitas Arab Madinah dari suku Aus dan Khazraj 

yang muslim, komunitas Yahudi, dan komunitas Arab yang 

Paganis.  

 

127  Ibid. h. 80.   
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Dalam suatu negara fungsi pemerintah sangat penting. 

Apabila pemerintah tidak berfungsi secara baik, maka akan 

berpengaruh besar terhadap kestabilan suatu negara. Oleh 

karena itu, pemerintah harus dipegang oleh orang-orang yang 

mengerti mengenai fungsi pemerintah tersebut. Fungsi 

pemerintah bisa dilihat dari definisi pemerintah tersebut. 

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan 

untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang 

diwilayah tertentu. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan 

lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan 

rakyat.  

Dalam pemerintahan terdapat sekumpulan orang-orang 

yang mengelola kewenangankewenangan, melaksanakan 

kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta membangun 

masyarakat dari lembaga-lembaga mereka ditempatkan. Fungsi 

pemerintah juga bisa dilihat dalam pengertiannya yang sempit. 

Seperti dikatakan oleh Van Voelje, ia mengartikan pemerintah 

dalam pengertian sempit yaitu meliputi keseluruhan tindakan, 

perbuatan, dan keputusan oleh alat-lata pemerintah (bestuur 

organen) untuk mencapai tujuan pemerintah (administration).148  

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar 

dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh 

Ateng Syafruddin dalam Bambang Istianto bahwa pemerintah 

 

148  Lihat Anne Ahira, Mengkaji Lebih dalam Fungsi pemerintah, 
http///fungsi–pemerintah.htm. Diakses pada tanggal 23 Januari 2022.  
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A. Prinsip-prinsip dalam Pemerintahan  

Pemerintah yang baik dalam Ilmu Politik biasanya 

diistilahkan dengan good government. Sedangkan pemerintahan 

yang baik adalah good governance. Islam sejak awal telah 

memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah saw yang 

seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. 

Beliau telah memberikan lima prinsip utama seorang 

pemimpin: yang pada dasarnya bisa dieja dengan sifat shiddiq, 
istiqa>mah, fathanah, amanah, dan tabligh.  

Pertama adalah Shiddiq, yang berarti jujur. Nabi Saw 

sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pemerintahan. 

Secara sepintas shiddiq ini dapat diparalelkan dengan 

transparency. Namun, pengertian shiddiq lebih mendalam 

maknanya, karena melibatkan sikap mental, dan hati nurani 

yang paling dalam. Sedang transparency masih bisa dikelabui 

dengan mark-up administratif yang secara material dan faktual 

dapat dilihat transparan, tetapi masih sangat mungkin terjadi 

pemalsuan, yang sukar dideteksi.  

Etimologi mendasar dari shiddiq adalah justru yang 

paling diutamakan adalah yang tak tampakau keterbukaan, 

atau yang immateri. Artinya, pemalsuan, rekayasa, 

penambahan, tidak akan terjadi, sebab shiddiq mencakup 

wilayah qalbiyah. Kedua adalah istiqamah, yang bermakna teguh 

dalam pendirian. Sifat kepemimpinan Nabi Muhammad Saw 

ini bertumpu pada ketegaran dalam jiwa, agar tidak akan 

bergeser walaupun penuh dengan rayuan, bujukan, dan 
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A. Pengertian Good Governance  

Good governance merupakan konsep yang akhir-akhir ini 

banyak dipergunakan secara regular dalam ilmu politik dan 

administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-

konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, 

partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan 

masyaraakat secara berkelanjutan. Konsep good governance, 

lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik. 

Dalam disiplin atau profesi manajemen publik, konsep ini 

dipandang sebagai suatu aspek dalam pardigma baru ilmu 

administrasi publik. Paradigma baru ini menekankan pada 

peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan 

otonomi manajerial supaya dapat mengurangi campur tangan 

control yang diulakukan oleh pemerintah, transparansi, 

akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manjerial 

yang bersih, bebas dari korupsi.209   

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good 

governance) menjadi cita-cita dan harapan setiap individu. 

Pencapaian cita-cita dan harapan tersebut masih perlu 

mendapatkan dukungan dari suatu sistem penyelenggaraan 

pemerintahan berdasarkan suatu format yang disebut negara 

hukum (rechtsstaat). Untuk mendapatkan pemahaman tentang 

 

209  Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2010), h. 61.   
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